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Pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya dilakukan oleh sindikat penjahat yang menginginkan mendapatkan uang dengan cara tidak sah, tetapi pelakunya juga dapat orang itu sendiri yang menjual organ tubuhnya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan (library research). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh dalam KUHP belum secara jelas melarang adanya perbuatan perdagangan organ tubuh manusia, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang memasukkan perdagangan organ tubuh kedalam tindakan eksplotasi terhadap orang sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur dengan jelas bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk diperdagangkan dalam kondisi apapun juga.  Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh  adalah secara tegas dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Kebijakan hukum pidana Indonesia secara tegas melarang segala bentuk kegiatan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pelaku tindak pidana ini dapat dijerat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan utama, dengan sanksi pidana yang berat

.
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ABSTRACT

Human organ trafficking is not only committed by criminal syndicates seeking to
obtain money through illegal means, but the perpetrators can also be individuals
who sell their organs with the intent and purpose of obtaining money. The
research problem formulation in this thesis is how the criminal act of rafficking
in human organs'tissues is regulated, what criminal sanctions are imposed on
perpetrators of the crime of trafficking in human organs/tissues, and what
criminal law policy applies to the crime of trafficking in human organstissues.
This thesis uses a library research method. The research data consists of primary
and secondary data, which are systematically compiled and - analyzed
qualitatively. The Criminal Code (KUHP) does not explicitly prohibit the sale of
human organs tissues. Similarly, Law Number 21" of 2007 concerning the
Lradication of Human Trafficking includes organ trafficking as an act of
exploitation of persons. Law Number 36 of 2009 concerning Health explicily
Stipulates that the sale of human organs is prohibited under any circumstances.
The criminal sanctions for perpetrators of the crime of selling organs/tissues are
expressly stipulated in Article 192 of Law Number 36 of 2009, which states that
any person who intentionally sells organs or body tissue under any pretext, as
referred to in Article 64 paragraph (3), shall be punished witk a maximum
imprisonment of 10 years and a maximum fine of IDR 1 billion. Indonesian
e gictly prohibits all forms of trading in human organs. Perpetrators

g3 be prosecuted under several key laws and regulations, with
alties.
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